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Nomor  : PPE.PP.01.03-667 25 April 2022 
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian  
 
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 
di 
Jakarta 
 

Sehubungan dengan surat Saudara B-1/259/HK.02/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal 

permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah 

dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 

tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan 

peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud 

kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan. 

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan 

penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan 

Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk 

klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud. 

 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih. 

 

Direktur Jenderal 

Peraturan Perundang-undangan, 

 

 

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, C.N. 

NIP. 196204101987031003 

Tembusan kepada Yth. : 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan). 
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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG 

AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa akreditasi lembaga pelatihan kerja merupakan 

pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 

Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; 

b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 

Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan 

Kerja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

kebutuhan pelatihan vokasi dan akreditasi lembaga 

pelatihan kerja, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 




